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Hutan nagari me
Minangkabau, hutan sudah lama QTR pSaka tinggi oleh kaum/suku melalui
aturan adat. Tidak ada istilah “hutan nagari” secara formal; yang ada adalah pengaturan adat untuk
hutan ulayat nagari. Undang-Undang Kehutanan 1967 menempatkan semua hutan sebagai hutan
negara, sehingga klaim adat melemah. Hutan ulayat masuk konsesi HPH (Hak Pengusahaan

Hutan) tanpa persetujuan nagari memicu konflik laten. Otonomi daerah (UU No. 22/1999)



menghidupkan kembali sistem nagari di Sumatera Barat. Wacana “hutan nagari” mulai dipakai
untuk menyebut pengelolaan hutan berbasis nagari. Muncul tuntutan pengembalian hak adat atas
hutan ulayat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 9/2000 tentang Nagari
dan beberapa kebijakan turunannya yang memberi ruang bagi pengelolaan hutan nagari. Namun

secara hukum kehutanan nasional, pengakuan ini belum kuat karena UU Kehutanan 1999 tetap
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serta penerimaan kewenangan negs oleh pemerintah di negara-negara
Asia Selatan dan Asia Tenggara yang memiliiki masyarakat aggraris tradisional subsisten.
Pengakuan negara terhadap cara-cara masyarakat adat dalam penyelesaian konflik hutan
memperkuat hubungan anggota masyarakat dengan pemimpin suku dalam masyarakat agraris

tradisional subsisten membuka ruang peran aktif masyarakat adat untuk menerapkan bentuk
kerarifan lokal untuk mencapai tujuan konservasi alam, Pengelolaan hutan nagari sebagai sarana



solusi konflik antara masyarakt adat dengan negara dalam konflik kehutanan dapat diatasi melalui
penerapan pluralism hukum, Yakni keberadaan hukum negara dan hukum adat yang berjalan
beriringan. Konstruksi pluralisme hukum dalam kewenangan lembaga adat di Nagari Sungai
Buluah merupakan upaya mengintegrasikan nilai lokal dan hukum negara dalam pengelolaan

hutan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi tentang pengakuan atas identitas, hak, dan kearifan lokal
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pemanfaatan hasil hutan secara lestari, seperti pengelolaan madu hutan, rotan, bambu, dan tanaman
obat. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi langsung melalui kelompok usaha hutan nagari
(KTHN). Dengan posisi adat sebagai pemegang otoritas moral dan sosial, penyelesaian sengketa
(baik internal maupun eksternal) menjadi lebih cepat dan diterima secara luas oleh masyarakat.



Beberapa tantangan dalam konstruksi ulang kewenangan berbasis adat ini, diantaranya; (1)
Tumpang tindih kewenangan antara negara dan adat, terutama bila tidak ada kejelasan batas
yurisdiksi, seperti batas yurisdiksi kewenangan antara Ketua LPHN dengan Wali Nagari Sungai
Buluah Timur setelah pemekaran nagari pada tahun 2018. Kebijakan pemekaran nagari

menempatkan tugas Wali Nagari sebagai pelaksana adminsitrasi pemerintahan nagari, tetapi pada
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kehutanan tersebut diantaranya a0 ebagal tanah dan pemilikan hutan

sebagai warisan sosial dan budaya. Konflik kehutanan tersebut diatas oleh mekanisme resmi
berbasil hak milik dan hak akses yang diatur oleh aturan negara, tetapi penelitian ini belum
menjelaskan tentang konflik kehutanan yang didasarkan pada bentuk mekanisme tidak resmi
dalam memperoleh dan memperttahankan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan hutan desa,

sepeti praktek politik uang (money politics) yang digunakan untuk mempertahankan keuntungan



pengelolaan hutan desa melalui kekuasaan yang diperoleh melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa (Wali Nagari)
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